
X. 128 



R ALA T 

----1-----------------------------------------------------
l I BARIS DARI I I I 
I HAL 1-----------1 TERTULIS I SEHARUSNYA I 
I IATAS IBA~MHI I I 

1---1----- ------------~--+-------------~----------1 
I iii 2 .BAB IV BAB V 
I 2 8 sudah jika 
I 2 16 ••• adalah pe- adalah suatu penanggu-
1 nyimpangan langan penyimpangan 
I 4 7-8 P.enutup .. dst dikemukakan upaya-upaya I 
I penanggulangan masalah I 
I 5 3 PUPAYA UPAYA I 
I 10 5 perneriksaan/ perneriksaan/inspeksi I 
I inspeksi mendadak I 
I 4 mendadak I 
I 11 8 penyusunan, penyusunan. 
I ·t6 12 Sej uml ah masi h I Sej uml ah masal ah yang 
I ditemukan da- I dikemukakan pada. 
I lam I 
I 191 ·111 :.. Akibat.lain ... l Paragurukm"ang ber-
1 I I •.• dst I kesempatan . . . dst., . dan 
I I I I mat.eri pelajaran juga 
I I I I I terbatas. 
I 201 7 I -1 Utama, di pu- I Utama di pusat, 
I I I I sat • . I 
I I - I 71 cukup pegawai I cukup banyak pegawai 
I 241 161 -1 semuanya I sernaunya 
I 261 9 I -1 apabila jika I lebih-lebih jika 
I I I I justru I 
I I 181 _I bagian besar I sebagian 
I 341 -I 11 diker jakan I diker jakan. 
----------------------------------------------------------



' - I . I 

PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN 
PENGA \V ASAN FUNGSIONAL 

PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 

Bahan .sajian Inspekt.ur Jenderal 
pad a 

Rakernas Depd1kbud 
Tanun t939 

DEP ARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
INSPEKTORAT JENDERAL 

t989 



KATA PENGANTAR 

Makalah ini disusun untuk melengkapi 
penyajian Laporan Inspektur~ .Jenderal 
Departemen Pendidikan dan Kebuda y aan dalam 
rangka Rakernas Tahun 1989. 

Sekalipun disusun berdasarkan bahan yang amat 
terbatas, diharapkan dapat mengingatkan 
bebe r apa c ontoh~ermasalahan yang ditayangkan 
di hadapan peserta. 

hasil pengawasan fungsional, 
dikemukakan beberapa pemikiran mengenai upaya 
pemantapan dan pengembangan kepengawasan 
khususnya dan upaya perbaikan pada seluruh 
sistem manajemen Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan pada umumnya. 

Semoga ada manfaat.nya. 

Jakarta, 10 Juli 1989 

INSPEKTUR JENDERAL, 

DRS. R. SOED ._IOKO 
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BAB 

PENDAH ULUAN 

Salah sa~u c ita- c ita keme r dekaan adalah 
men c erda skan kehidupan bang s a yang hakekatnya 
3dalah meningkatkan kualitas manusia 
Ind o ne s ia u nt uk r11eng e mb a ngkan mutu keh idupan 
s el u1~ uh ban g sa. 
Pend i dik a n dan keb u da y aan merupakan upaya 
mem b a ngu n genera s i b a ng sa me n j adi sumber daya 
man u s ia yang b e rk u a:j. i t .as, sehingga mampu 
memban g un k e hid u p a n ya n g lebih balk, 
s ejahter a dan m~ju s es u ai dengan cita-cita 
kemerdekaan. Setiap pelaksanaan fungsi dan 
t ugas s atuan k e rja dalam mengemban misinya 
dalam pen c apaian misi supra sistemnya, 
s enant i asa mendasarkan kepada persepsi satuan 
kerja yang bersangkutan atas misi dan peranan 
yang diembannya. Kemudahan pencapaian misi 
Departemen Pendid i kan dan Kebudayaan 
CDepdikbud) dimulai dengan dipenuhinya 
prasarat berupa adanya k e samaan persepsi dari 
seluruh unsur atau satuan kerja dalam 
lingkungannya atas misi Depdikbud dan 
kesamaan persepsi peranan dari masing-masing 
unsur tersebut dengan peranan sebenarnya. 
Dengan telah dikeluarkannya UUSPN <Undang­
Undang No. 2 t.ahun ·t989 ten tang Sis tern 
Pendidikan Nasional), maka misi Depdikbud 
menjadi identik dengan misi Pendidikan 
Nasional. Misi <mission) Pendidikan Nasional 
adalah me nce r da s kan kehidupan Bangsa 
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Indonesia rlalam wujud kemantapan ketahanan 
nasional dan masyarakat maju yang berakar 
pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional 
yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945 <Pembukaan UUD '45 alinea 4 dan UUSPN 
konsideran menimbang sub e)·.~ 
Pendidikan Nasional yang ~an kelak akan 
menghasilkan suatu elemen utama dari misinya, 
adalah Pendidikan Nasional yang gagal. 
Oleh karenanya andaikata Pendidikan Nasional 
hanya akan menghasilkan kehidupan bangsa yang 
cerdas namun tidak maju (misalnya menciptakan 
manusia-manusia penganggur), maka gagallah 
sebagian besar upaya Pendidikan Nasional. 
Persepsi Itjen Depdikbud atas peranan 
pengawasan fungsional <Wasnall dalam 
lingkungan Depdikbud pada Masa Pra UUSPN 
adalah sebagai motor penanggulangan 
penyimpangan upaya pencapaian tujuan utama 
pendidikan sekolah non kedinasan dan non 
keagamaan serta sebagian pendidikan luar 
sekolah, dan kebudayaan. 
Persepsi Itjen Depdikbud atai peranan Wasnal 
pada masa UUSPN mendatang adalah~penyimpangan 
upaya pencapaian misi pendidikan nasional. 
Dalam konteks ini, maka Itjen Depdikbud 
merupakan bagian dan berupa inti dari Wasnal 
Pendidikan Nasional. Dari peranan inilah akan 
dilahirkan fungsi dan tugas Wasnal Pendidikan 
Nasional yang merupakan bagian integral dari 
Sist.em Pendidikan Nasional akan lebih ringan 
tugasnya, apabila pengawasan melekat <Waskat) 
dalam lingkup Pendidikan Nasional yang 
merupakan bagian integral dari kepemimpinan 
satuan-satuan kerjanya dapat efektif 
melaksanakan tugasnya. 
Itjen Depdikbud secara sistemati s b 8 rusaha 
mengurangi kelemahan dan kekurangan yang 
dimiliki melalui prog1 am pemantapan. Guna 
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mengant.isipasi beban tugas dalam Masa UUSPN 
yang segera kita hadapi, Itjen Depdikbud 
menyiapkan konsep-konsep pengembangannya. 
Pelaksanaan tugas pendidikan dan kebudayaan 
pada hakekatnya tidak cukup hanya 
dipertanggungjawabkan secara formal, tetapi 
lebih dituntut adanya pertanggungjawaban 
moral secara nasional <kepada generasi bangsa 
di kemudian hari), dan akhirnya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
Untuk melaksanakan tugas Depdikbud yang 
sentral dan strategis untuk masa depan 
bangsa, maka seluruh kegiatan rutin dan 
pembangunan semata-mata diarahkan pada 
kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anak didik 
dan terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 
Apakah seluruh jajaran Depdikbud telah 
sungguh-sungguh melaksanakan mission 
Depdikbud tersebut ?. 
Apakah semua upaya melalui program, proyek 
dan kegiatan rutin dan pembangunan telah 
benar-benar diarahkan untuk kepentingan masa 
depan bangsa dan negara? 
Bagaimanakah kondisi Depdikbud di lapangan 
dilihat dari kacamata pengawasan dan 
bagaimana upaya yang sebaiknya ditampuh utuk 
mengatasinya? 
Pokok-pokok permasalahan tersebut 
singkat akan diuraikan pada 
selanjutnya dengan sistematika 
berikut: 

secara 
bab-bab 
sebagai 

1. Pada Pengantar dan BAB I Pendahuluan 
diketengahkan maksud dan tujuan penyajian 
ini. 

2. Pada Bab II diuraikan tugas pokok dan 
fungsi lnspektorat Jenderal dan sasaran 
pengawasan serta upaya pengembangannya. 
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3. Pada Bab I I I disaiik.~n k c·•·l:::,t.,71t ,"lsi k••ndisi 
Depdikbud dilihat d cu~ i ;:c: udut. p P ngawa~C\ an 

fungsi o nal disertai 
hasil pengawasan 
sert.a bebera p a 
masalah. 

be beJ~ -=< p .=>~ r: o n t•::-•h t. e m u an 
ln spekt.orat. J enderal 

upaya penanggulangan 

4. Pada Bab IV Penut.up disampaikan kesimpulan 
dan saran. 

5. Pada Bab V 
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DAB II 

TOGAS POKOK, HUANG LINGKUP, SASARAK 
OAK ~UPAYA PENGEnBANGAK PENGAWASAK 

1. Tugas pokok dan fungsi Itjen. 

Tugas pokok ltjen pada pasal 1 Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 
064/0/1987 tentang organisasi dan tata 
kerja ltjen Depdikbud dinyatakan bahwa: 

" Tugas Pokok Inspektorat Jenderal ialah 
melakukan pengawasan dalam lingkungan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
terhadap pelaksanaan tugas semua unsur 
Departemen agar supaya dapat berjalan 
sesuai dengan rencana dan peraturan yang 
berlaku, baiktugas yang bersifat rutin 
maupun tugas pembangunan" 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
tersebut pada pasal 1 Inspektorat Jenderal 
berfungsl: 

a. Memeriksa set.iap unsur/instansi di 
lingkungan departemen yang dipandang 
perlu meliputi administrasi umum, 
admini s trasi keuangan, hasil-hasil 
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fisik 
dan 

dari_ P8laksanaan pem b .ang unan 
P8laks .:'-lnaan t.ugas- t-.u gas p c··k ok 

depart-emen. 

b. Menguji serta m8nilai ha sil la p 0 ran 
berkala at.au sewaktu-waktu dari 
set.iap unsur l )nstansi di l ingkungan 
departemen atas petunjuk Menteri. 

c. Mengusut kebenaran laporan atau 
pengaduan tentang hambatan, 
penyimpangan atau penyalahgunaan di 
bidang administrasi umum atau 
keuangan dan pelaksanaan tugas pokok 
departemen yang dilakukan o l e h 
unsur/instansi di lingkun g an 
depar~t.emen. 

Selanjutnya pada butir ketiga Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
0415 / U/1987 antara lain dinyatakan bah~a 

Inspektur Jend e ral atas nama Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan m8lakukan 
pengawasan fungsi o nal di lingkungan 
Depart.emen Pendidikan dan Kebudayaan, 
agar 
dapat 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sesuai peratur-an 

perundang-undangan yang ber~ laku, 

kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaari dan rencana yang telah 
ditetapkan baik yang bersipat rutin 
maupun pembangunan". 

Didasarkan pada butir ketiga Ke putusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itulah 
Inspektorat Jenderal melaksanakan 
pokok dan fungsinya. 
Dan pas a l 1 Keput us an r·ier,d i kbud 
064 / 0 / 1987 adalah 
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Dalarn rnenjc:~l a nk.=~n 

f u n 12 2- i s e b ~ ~ a i rr. ~ n .a 
l n s p ~ k t ·~sr- a t . ._! e n d e ~ - a l 
dar i ~ - uan g Li. n s kup 

tugas pokok dan 
diutarakan d irnuka, 

b e rpangkal tolak 
dan sa saran baik 

r·u t . in ft"lbl upu n p .o'rn bang un an ''. 

2 . F: u rln g 1 in gk up dan s a sa t-· a n pengaw a san 

Ruang ling kup dan sasaran p e ng a wasan yang 
di lakukan me l iput. i s e rnua unsur t.ugas pokok 
dan f ungs i Departerne n P e ndidikan dan 
Ke budaya a n, baik tugas ru tin rnaupun tugas 
p e rnbangunan. 
Ruang lingkup da n pengawasan 
seb aga i berikut: 

a . Satuan Kerja 

,J UITI l a h lUl i t ke rja di 
Depdikbud yang menjadi 

lingkungan 
sa saran 

pengawasan Itjen rneliputi Unit Ut.ama, 
Pe!-gul-uan Tinggi, 
K.andepd i kbud 

Kopertis, Kanwil, 
Kabupaten / Kodya, 

Kande p dikbud Ke r amatan, Sekolah-sekolah 
dan UPT yang berjurnlah 146.147 satuan 
ker· j a. 

b. Ketenagaan 

.Jurn l ah 
I t . j en 

pegawai yang harus diawasi oleh 
pada akhir tahun 1988/1989 

berjumlah • 
t .erdiri dari 
a dm i n i s t.r at i f • 

1,7 juta 
t .enaga 

orang, 
edukatif 

yang 
dan 

Jumlah seluruh tenaga di lingkungan 
Depdikbud tersebut merupakan 60~ dari 
jumlah seluruh pegawai negeri sipil di 
s eluruh Indoenesia. 
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Melihat. 
diawasi 
berupaya 
lingkungan 
dengan 

jumlah pegawai yang har~ uE 

demikian besar rnaka Jtjen 
rnenyusun "AlLw Per~ sonil di 

Depd i kbud". [J i har~apkan 
adanya upaya tersebut dapat 

rnernudahkan pelaksanaan pengawasan. 

c. Anggaran Rutin dan Pembangunan 

Sumber anggaran untuk menunjang 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Depdikbud barasal dari APBN <termasuk 
dana yang 
hibah luar 
/I NPF:ES dan 

berasal dari pinjaman dan 
negeri), 

dana yang 
partisipasi rnasyarakat. 

APBD, BANPRES 
ber~asa 1 dar i 

Sejak Pelita I 
sampai dengan Pelita IV anggaran rutin 
yang telah dialokasikan untuk menunjang 
seluruh kegiatan tugas pokok dan fungsi 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
berjumlah Rp. 6.725.458.405.400,-. Dari 
jurnlah ter sebu t sekitar BOX 
dialokasikan untuk belanja pegawai, 
sedangkan sisanya untuR belanja barang, 
pemeliharaan, perjalanan dinas. 

Anggaran Pembanguna n s ejak Pelita 
sampai dengan Pelita IV berjurnlah 
sekitar Rp. 4.007.634.300.000,-
pinjaman luar negeri sekitar Rp. 2 
triliun, hibah dan Banpres / Inpres 
sekitar 0,5 triliun, sehingga 
keseluruhannya berjumlah sekitar Rp. 
13,5 triliun, terdiri dari anggaran 
rupiah murni CAPBN>dan pinjarnan luar 
negeri berjumlah sekitar Rp 680 milyar. 
Jumlah anggaran tersebut dikelolah 
oleh: Ditjen Pendidikan Dasar dan 
Menengah 45,86~ , Ditjen Pendidikan 
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Tinggi 
1 '68:7.' 

48,33:7., 
Balitbang 

Ditjen 
Dikbud 

Diklusepora 
,267- Ditjen 

Kebudayaan 0,957-, Sekretariat Jenderal 
1 ,89:7., Inspektorat Jenderal 0,127-. 
CSumber data: Biro Keuangan dan Biro 
Perencanaan Depdikbud). 

d. Sarana dan Prasarana. 

Data lengkap mengenai 
inventarisasi kekayaan negara 
Pelita I sampai dengan Pelita IV 

hasil 
sejak 
belUITl 

terhimpun secara mantap. Anggaran/dana 
untuk sarana dan prasarana yang 
berasal dari pinjaman luar negeri 
selama Pelita III dan IV; untuk 
bangunan sebesar US$ 197 juta, 
peralatan dan buku sebesar US$ 429 
juta. Selain pengadaan barang yang 
bersumber dari anggaran pembangunan dan 
pinjaman luar negeri, selama Pelita IV 
juga telah dilaksanakan pengadaan 
barang dari anggaran rutin melalul mata 
anggaran belanja barang yang 
keseluruhannya sekltar 17,68~ dari 
jumlah anggaran pada setlap tahun 
anggaran. 

Dari uraian di atas menunjukkan betapa 
besar dan luasnya ruang llngkup serta 
sasaran pengawasan di lingkungan 
Departemen Pendidikan ~an Kebudayaan yang 
dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal. 
Ruang lingkup dan sasaran pengawasan di 
masa datang akan lebih besar dan luas lagi 
setelah Undang-Undang Nomor 2 tentang 
Sistem Pendidikan Naslonal 
di implemant.asikan secara meyel uruh. Ruang 
lingkup dan sasaran pengawasan sebagal 
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tindak 
2/1989 
aspek 

1 anjut dar i Undang-u ndang Nom o r­
tidak hanya yang b e rkaitan dengan 
teknis Csubstansi) dan aspek 

administrasi dalam at~ti luas, namun akan 
roenjangkau aspek-aspek ideo logis, politis, 
ekonomi, sosial-budaya, per' tahanan dan 
keamanan serta aspek hukum. 

3. Upaya Pengembangan 

Dalam upaya menjadikan pengawasan lebih 
efektif dan efisien maka telah disusun 
dokUJTlen yang akan menjadi landasan / acuan 
untuk pengembangan selanjutnya adalah: 

a. Pola Dasar Pengembangan Sistem 
Pengawasan di lingkungan Depdikbud 

b. Kerangka Acuan Analisis Sasaran 
Pengawasan 

c. Sist-em Infon11asi Manajemen 
d. Sist-em Pemantauan 
e. Penyerasian Pengawasan Fungsional 

dengan Pengawa sa n Melekat 
f. Buku Pegangan Analrs is Lin g kungan 

Pendidikan dan Kebuday~an 
g. Penerbitan Media Komunikasi mengenai 

penga~·;a:=-an . 

Selain menyu s un na ~ kah / d okum e n t e r sebut, 
beberapa peng .o~JI1b an ga n yang d i 1 ak ;::.:c:makan I 
dirintis adalah: 

a. Menge~b~ngk a, 1: r: •A~ ?. :" p e n~a~'ls~ n 
pemerlk .o:- aan .· 1 fl c- !=Je L ._- 1 ~ 

br> r~ upa 

~-

b. PemeJ~iksaan sc·c a r~ a Uflll. l!Tl l:. e !-ny ata 
k u1 .:=~n g men u n j 1 1 L k .,-; n h a '"' i 1 k < <JJ I< r-i t- , C• l e h 
kar·ena i t u d i ke:rii~·a n >; ~·: .cnl F· E? rtl '"• l' ik ::· a.::-< n 
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dengan terna, dan khusus bagi pendidikan 
tinggi sedang disiapkan pengawasan 
l o-ngitud i nal. 

c . f·I e n i n g kat k an kua l i t .as dan kuant. i tas 
tenaga perneriksa secara bertahap sesuai 
dengan kernarnpuan dana yang tersedia dan 
metoda yang lebih efisien. Peningkatan 
kualitas tenaga pemeriksa dilaksanakan 
dengan 
brevet .. 

penataran-penataran sist.ern 

d. Mengernbangkan iklim pengawasan yang 
k o ndusif balk terhadap pengawasan 
fung s ional mau p un pengawasan atasan 
la n gsung rnelalu i peningkatan pengawasan 
rnelekat . . 

e. Mernpersiapkan 
pelaksanaan 
antara lain 

upaya pernantapan 
pengawasan dan perneriksaan 

1 ) t,'lernpers i apkan penyusunan naskah­
naskah rnengenai pernantauan pola 
pengawasan di lingkungan Depdikbud. 

2 ) Mernpersiapkan pernantapan rnekanisrne 
dan t .eknik pengawssan perneriksaan 
rneliputi penyusunan. Jetunjuk 
pelaksanaan, dan petunjuk teknis 
berikut instrurnen yang diperlukan 
oleh petugas perneriksa. 

3) M~rnpersiapkan pernantapan rnekanisrne 
pengawasasn pusat dan daerah, 
terutarna hubungan koordinasi antara 
Itjen dengan pengawas dan penilik. 
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Berbagai 
dilakukan 

upaya pengembangan ter-sebut akan 
dan 

pad a 
sis tern 

secara bertahap 
berkesinambungan sehingga diharapkan 
akhir pelita V pelaksanaan 
pengawasan sudah mantap. 
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BAB III 

KONDISI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

1. Kondisi di lingkungan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dari penga.matan di lapangan dan hasil 
pengawasan fungsional, sementara dapat 
disi.mpulkan bahwa masih banyak kepincangan 
dan kelemahan yang terdapat dalam 
pelaksanaan tugas di sebagian besar unit 
kerja, sedangkan di pihak lain 
kepengawasan dirasakan masih sangat lemah 
d3n perlu seger~ ditingkatkan dan 
dikembangkan. 
Konstatas i terhada p k ondisi Departelllen 
Pendidikan dan Keb ud ayaan di lapangan 
adalah, secara formal para pelaksana telah 
memenuhi kewajibannya. Namun maslh perlu 
ditingkatkan kesadarannya agar dalam 
melaksanakan tugasnya lebih dikaitkan 
dengan kepentingan anak didik dan 
tercapainya tujuan pendidikan nasional. Di 
lain pihak, para pelaksana pengawasan, 
baik pengawasan melekat maupun pengawasan 
fungsional, kurang efektif dan kurang 
profesional dalam melaksanakan fungsi 
kepengawasan. 
Kondisi demikian perlu segera diatasi 
sesuai dengan tuntutan tugasnya. Iklim 
kepengawasan yang bertujuan untuk 
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roenciptakan suasana yang bersifa t k o ndusif 
bagi suburnya fungsi pengawasan p 8 r· lu 
segera diciptakan. 

a. Kondisi Pengawasan Pada Umuronya. 

Peningkatan fungsi pengawasan telah 
diupayakan terus roenerus, namun 
hasilnya belum sebagaimana yang 
diharapkan. Pengawasan atasan langsung 
roelalui pengawasan melekat maupun 
pengawasan fungsional, belum mampu 
membendung berbagai penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas. 
Pengawasan fungsional belum benar-benar 
mampu berperan menunjang kendall 
pimpinan. 
Tampaknya kebanyakan atasan 
belum efektif melaksanakan 
melekat rnelalui sistero 

langsung 

manajemen. Masih 

pengawasan 
pengendalian 

terdapat. 
kecenderungan, beberapa pimpinan unit 
kerja masih belum ~ecara periodik 
mengadakan koordinasi dan konsultasi 
dengan aparat pengawasan fungsional. 
Iklim kepengawasan di lingkungan 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
masih perlu ditingkatkan sehingga 
tercipta suasana yang kondusif. 

b. Kondisi pengawasan fungsional 
Inspektorat Jenderal. 

oleh 

1 ) Struktur 01-ganisasi dan tata kerja 
Inspektorat Jenderal Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan telah 
beberapa kali mengalami 
penyempurnaan namun d i r-asakan 
terdapat beberapa kelemahan 
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perlu dirnantapkan. 
pengawasan fungsional 
belurn tertangani 

Sedangkan 
di daerah 
sebiilgiilirnaniil 

rnestinya sesuai dengiiln kebutuhan. 
Peranan dan efektivitas pengawasan 
fungsional bagi kepentingan 
rnanajernen Depart.ernen Pendidi kiiln dan 
Kebudayaan secara keseluruhan, belurn 
diana lisa 
fTlant.ap. 

d;;~n dievaluasi secara 

2 ) Pengawasan fungsional belurn 
se.penuhnya dapat. rnencakup kornponen-
kornponen 
apalagi 
bidang 

bid~ng 

perhatian 
teknis 

adrninist.rasi, 
dan peniilnganan 

pendidikan dan 
kebudayaan. 
Dalafll kondisi aparat. pengawasan 
fungsional seperti sekarang 
harnpir tidak rnungkin 
rnenangani pengawasan 
adrninistrasi dan bidang 
secara efektif. 

ini, 
dapat 

bidang 
t.eknis 

3) Pengawasan fungsional dan 
pengendalian oleh Pengawas dan 
Penilik t~rhadap lernbaga pendidikan 
dan kebudayaan di daerah, rnasih 
belurn rnarnpu berperan rnenunjang 
terselenggaranya proses belajar­
rnengajar secara efektif dan efisien. 
Hal yang sarna juga rnasih terjadi di 
lingkungan pendidikan tinggi. 

c. Kondisi pengawasan rnelekat oleh 
langsung. 
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1 ) Kelemahan dar-i Fo?n g':'l ndal ian 
manajernen atau pengawasan melekat 
oleh pimpinan di lingkungan 
Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, terlihat dari beberapa 
kecenderungan kualitas pelaksanaan 
tugas yang belum mantap. 
Pengendalian setiap unit 
kerja/organisasi kecil, menengah 
atau besar ditentukan oleh 
kemantapan pengawasan melekat. 

2) Efektivitas pengawasan melekat lebih 
menyangkut 
ketegaran 
pimpinan 

kemampuan, kewibawaan dan 
yang dimiliki oleh 

unit kerja, kemampuan 
menguasai dan memahami bidang tugas 
yang menjadi tanggung jawab dan 
wewenangnya. 

2. Beberapa Kecenderungan Kondisj Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Dilihat dari 
Sudut Pengawasan. 

Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan 
Inspektorat Jenderal yang baru menjangkau 
sebag ian kec i 1 dar '1, s asaran y .:;~n g dapat. ,.,£ 
dilaporkan. Sejumlah masih dite~mukan ~mp 

pelaksanaan tugas o leh j a j aJ~an Depar·temen 
Pendidikan dan Kebudayaan belum seluruhnya 
dapat disajikan. 
Beberapa konstat.asi permasalahan 
berdasarkan hasil pengawasan pemeriksaan 
yang per·l u mendapat pel~ hat ian dan 
pemec ahari antar:;~ lain sebagai berikut: 

a . Tampaknya idea]isrne dalam dunia 
pendidikan c endecung ntenipis, upaya 
pendidikan yang 1ner.gac u pad a 
kepentingan anak didik terasa kurang, 
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rasa tanggung jawab dari sebagian 
pelaksana untuk mewujudkan mission 
Depart.emen Pend id i kan dc;m Kebudayan 
agak menurun, sikap serius yang 
dilandasi dedikasi sebagai pendidik dan 
penga j ar juga dirasakan agak menurun. 
Guru yang merupakan kunci keberhasilan 
pendidikan, masih perlu diperhatikan 
kebutuhan tugas dan kesejahteraannya. 

b. Penanganan masalah-masalah yang 
be r sifdt substansi pendidikan dan 
keb~dayaan, pada gradasi tertentu 
terdesak oleh kegiatan menangani 
proyek-proyek pembangunan fisik yang 
berorientasi pada target kuantitatif 
dan waktu. 

c. Pemanfaatan anggaran yang dikelola 
untuk menunjang pencapaian tujuan 
pendidikan, untuk masa yang akan datang 
masih perlu ditingkatkan efektivitasnya 
sehingga dapat dicegah terjadinya 
pemborosan. 

d. Pengadaan fasilitas dan alat,pendidikan 
untuk masa yang akan dat~ng acar 
ditangani secara lebih terpadu densan 
penyusunan program pendldikan, 
pengadaan tanaga, rencana penggunaan, 
kemampuan operasional, perawatan, dan 
sebagainya. Pengadaan faailitaa 
pendidikan yang selama ini telah 
dilaksanakan dari segi peraturan 
<rechmatigheid> sudah dipertangguns 
jawabkan dengan baik. Namun dari seal 
tujuan penggunaan <doelmatigheid) masih 
sangat perlu ditingkatkan . 
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e. Seluruh kekayaan negara yang dikelola 
oleh jajaran Departemen Pendidlkan dan 
Kebudayaan sejak awal kemerdekaan 
hingaa sekarang belum dlinventarlslkan 
secara tuntas, bahkan ada yang belum 
diketahui. Aklbat lemahnya administrasl 
dan pengendalian/pengawasan, sarlng 
tarjadi sengketa dan tuntutan ganti 
rusi terhadap harta kekayaan Depdikbud. 

f. Untuk masa yang akan datang diperlukan 
reorientasi titlk santral perencanaan 
belum berorientasi pada kepentinaan 
anak didik dan tujuan pendidikan. 
Tema perancanaan pendidikan dan 
kebudayaan yang berkisar pada upaya 
membangun pendidikan dari kebutuhan 
fisik materill perlu ditinjau kemball 
dan leblh mengarah, serta menjangkau 
pada hal-hal yang bersifat mendasar 
bagi keberhasilan pendidikan. 

g. Sebagian besar petugas, mulai darl 
plmpinan sampai pelaksana terbawah 
melakukan tugas rutin, padahal 
tantangan tugas dan beban tanggung 
jawab terus menlngkat dan semakin 
kompleks. Kejenuhan oleh suasana rutin 
dan kerja monoton mengakibatkan 
frustasl, apatis dan kurang bertanggung 
jawab serta cenderung bersifat 
formalitas. 
Ikllm kerja demikian menyuburkan 
tumbuhnya penyimpangan atau 
penyelewengan. Akibat lain yang lebih 
buruk adalah bagi para pengelola 
anggaran yang lebih mengutamaka~ 

pelaksanaan anggaran yang bersifat 
formal <rechmatig dan wetmatlg) kurana 
menghiraukan pencapaian tujuan 
<doelmatig) secara efektif dan efislen. 
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h. Kondisi aparat Depdikbud di lapangan, 
rnenunjukkan khususnya 

bahwa: 
t.enaga guru 

1 ) Akibat status sosial dan kondisi 
kesejahteraannya <terutarna di kota­
kota> sering rnenunjukkan rendah 
diri, ragu-ragu, kurang berwibawa 
dan kurang berkernarnpuan untuk 
fflenegur, rnefflbifflbing dan ffleneladani 
anak didiknya. 

~~ 
2 > .+..)(iea~ laift fara auru 1berke8arnpatan 

untuk rnengarnbangkan pen·guasailn i lrnu 
dan wawasannya sehingga ketinsaalan 
dalarn rnengikuti .... _- / pe:k~bangam 
lingkunaannya,. "- -~· ~ 

~~-
3. Beberapa contoh perrnasalahan yang 

diternukan dalarn perneriksaan di lapangan 
antara lain: 

a. Masih terdapat SejUffllah unit organisasi 
yang telah ditetapkan ternyata belUffl 
berfungsi sebagairnana rnestinya. 
Terdapat beberapa unit organisasi atau 
program yang beluffl disyahkan/ditetapkan 
tetapi sudah beroperasi atau 
rnelaksanakan kegiatan di luar fungsinya. 

b. Kurikulum Politeknik rnasih perlu 
dirnantapkan lagi agar para lulusannya 
dapat rnernperolah pengetahuan, 
ketrarnpilan dan sikap aesuai dengan 
tujuan didirikannya Politeknik tersebut. 

c. Masih terdapat kegiatan penanganan 
pendidikan dan kebudayaan rnulai dari 
tingkat pusat sarnpai di daerah seolah­
olah berjalan sendiri-aendiri sekalipun 
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sudah dikoordinasikan, misalnya: 
Penanganan pendidikan SMT 
Politeknik Pertanian, 

Pertanian, 
Fakultas 

Pertanian dan PPPG Pertanian. 

d. Pengadaan, penempatan dan pengangkatan 
guru SLTP/SLTA yang ditanEani 3 Unit 
Utama, di pusat tafT!paknya di lapangan 
menimbulkan masalah: kualitas, 
pemerataan~ ketidak sesuaian produksi 
dengan kebutuhan dan sebagainya. 

e. Ditemukan ribuan KPO yang tidak dapat 
disampaikan kepada pegawai yang 
bersangkutan karena tidak ditemukan 
alamat atau orangnya, terdapat 534 
dosen diperbantukan mengajar di PTS, 
merangkap sebagai konsultan yang belum 
memperc•leh ijin t .ert.ulis dari pimpinan 
Depdikbud. Dijumpai seorang pegawai 
selama 15 tahun menerima gaji rangkap 
dari dua provinsi. 

Terdapat ribuan guru SD yang 
bekerja di depan kelas, 
diperbantukan di kantor dinas P 
atau Kandepdikbud. 

tidak 
tetapi 
dan K ~ 

I hl""l 

f. Di Kantor Pusat, Kanwil/Kandep atau 
Perguruan Tinggi cukup J pegawai 
Depdikbud yang bertugas di Instansi 
Lain <Negeri atau swasta) bahkan 
merangkap di perusahaan negara, menjadi 
konsultan, dan sebagainya. Data konkrit 
keseluruhannya belum diketahui secara 
pasti. 
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g. Sebagian pembangunan gedung/fasilitas 
pendidikan dan kebudayaan cenderung 
lebih mengutamakan keindahan/arsitektur, 
standar dan ketentuan pemberi pinjaman 
dan pertimbangan lain, tetapi kurang 
berorientasi pada kepentingan 
pendidikan. 

h. Dalam pengadaan tanah, 
Depdikbud /pendidikan 

kepentingan 
sering kali 

dikorbankan sehingga negara mengalami 
kerugian. 
Dalam pengadaan peralatan dan buku 
pelajaran, diantaranya masih terlalu 
menekankan pada pencapaian target 
tetapi masih kurang memperhatikan 
kepentingan dan kemampuan anak didik. 

i. Karena penanganan buku berorientasi 
pada target proyek, sehingga terjadi 
kelebihan atau kekurangan, isinya 
kurang sesuai dengan kebutuhan. 
Demikian pula dengan alat.-alat 
laboratorium, ketrampilan, praktek 
kejuruan/ keguruan, dan sebagainya, 
pemilihan / penetapan lokasi dan 
pembangunan gedung sekolah kadang­
kadang mengabaikan kepentingan teknis 
pendidikan. 

j. Upaya rneningkatkan kemampuan / rnutu guru 
yang dirancang dengan sistern penataran 
terpadu, t.e 1 ah rnengerahkan sej urn.l ah 
besar dana untuk perangkat keras dan 
perangkat lunak. Upaya peningkatan 
kernampuan guru tarnpaknya t .erlalu 
ditekankan pada peningkatan kemarnpuan 
di bidang studinya. Untuk masa yang 
akan datang perlu diisi dengan 
pernbangunan sikap, mendorong semangat, 
menanarnkan idealisme, dan sebagainya. 
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k. Penang a nan k e gjatan p ane lit ia n dari 
segi pert.anggung jawaban for!Tlal h .~nyak 

yang be 1 UITJ d i l aksan a~~ ~n seba ga im ·~n::. 
mestinya s ed~ngkan dari segi 
efek t ivi t.a snya at.au p e r· ta nggung_jawaloan 
ilmiah juga masih dipertanyakan. 

1. Pengelolaan dana Kejar Paket A, dan 
Kejar Usaha / KBU yang dilakukan bukan 
oleh aparat Depdikbud perlu mendapat 
perhatian. Beberapa kali telah 
ditemukan kasus, baik oleh Inspektorat 
Jenderal, BPKP dan aparat Kejaksaan 
t .ent.ang penya l ahgunaan dana teJ'sebut 
yang dari pinjaman luar 
nege1~ i. 

m. Penanganan dan pendayagunaan bantuan 
sarana dan dana kepada organisasi 
pemuda, pramuka belum dilakukan s~cara 
optimal. Begitu pula terhadap 
pendayagunaan penilik olah raga, 
penilik pembinaan generasi muda dan 
penilik Dikmas. 

n. Di bidang kebudayaan, diperoleh kesan 
bahwa upaya pembinaan pengembangan 
kebudayan selama ini masih diarahkan 
kepada kegiatan kegiatan penggalian, 
penyelamatan, dan pelestarian budaya 
masa lampau, yang umuiTlnya bercorak 
kedaerahan. 
Keterpaduan upaya pembinaan dan 
pengeiTlbangan kebudayaan antara Ditjen 
Kebudayaan dengan Ditjen DikdasiTlen dan 
Ditjen Dikti belum terlihat jelas. 
Bahkan di lapangan terdapat kesan 
bahwa aparat Ditjen Kebudayaan tidak 
boleh memasuki lingkungan 
foriTlal di seko lah. 
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BAB IV 
PENANGGULANGAN MASALAH 

1 . Untuk menanggulangi berbagal masalah yang 
telah dikemukakan dari hasil Pengawasan 
dan Pemeriksaan, maka perlu diarobil 
langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menyadari tugas Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan yang cukup berat dan 
kompleks maka penanganan setiap aspek, 
komponen dan kegiatan pendidikan oleh 
setiap pelaksana dan pimpinan pada 
setiap tingkat hendaknya berorientasi 
kepada kepentingan anak didik dan 
diarahkan untuk mewujudkan tujuan 
nasional pendidikan. Hal tersebut 
tidaklah berlebihan bila dikatakan 
bahwa hari depan bangsa bergantung dari 
keberhasilan penanganan pendidikan, 
demikian pula sebaliknya apabila 
terjadi kekeliruan dalam menanganinya 
akan menimbulkan malapetaka bagi bangsa 
dikemudian hari. 

b. Penanganan pendidlkan 
dilakukan oleh banyak pihak, 

nasional 
baik unit 

kerja maupun para pelaksana. Selain 
berbagai faktor intern banyak pula 
fakto r ekstern turut be r pengaruh bahkan 
menentukan. 
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Dalam GBHN 1 9 88 digariskan bahwa 
pendidikan nasional perlu dilakukan 
secara lebih terpadu dan serasi, baik 
antar sektor pendidikan dan sektor­
sektor pembangunan lainnya maupun antar 
daerah maupun antar berbagai jenjang 
dan jenis pendidikan. 
Melalul koordinasi, sinkronisasi, 
integrasi dan saling berkomunikasi, 
perlu diciptakan suat;.u "orkes simphoni '' 
penaQganan aneka kegiatan pendidikan di 
bawah "dirigen" pimpinan Depdikbud 
dengan pedoman dan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Jika tidak demikian, akan 
ter jadi ''musik tanj idoran" dimana 
setiap anggota memainkan alat sem~nya 
sendiri tanpa memperhatikan irama, 
pimpinan dan pemain lainnya, hal mana 
dapat mempora~porandakan upaya 
pembangunan pendidikan nasional. 

c. Pel a ksanaan t uga s De pdikbud y an g 
demikian besa1~, b e r a t d a n kompl e k s b a gl 
sel u ruh jajaran Depd ik b ud, maka p e rlu 
adanya sistem man a j e rn e n y an g handal 
dalam mena nga n i perenc anaan, 
pengorganisasiannya perlu dia r ahkan 
terhadap terlaksananya kegiatan 
sebagaimana dalam .. orkes simphoni .. yang 
melahirkan hasil pendidikan yang kita 
inginkan. 

d. Penyelenggarakan pendidikan merupakan 
suatu proses panjang, terdiri berbagai 
kegiatan yang bet~kesinambungan dan 
berkaitan satu dengan yang lain. 
Pelaksanaan perydidikan nasional juga 
akan berhadapan dengan aneka ragam 
pengaruh p o litik, ekonomi, sosial­
budaya, hankam. Faktor lain yang kuat 

- 24 



p ula pengar·uhnya adalah ledakan 
aspir' asi masyar·akat, perkembangan i lmu 
dan teknol o gi yang amat pesat serta 
makin cepatnya komunikasi sehingga 
meniadakan jarak dan pembatas pengaruh 
dari luar. 

Upaya untuk membangun dan 
memperbaharui pendidikan dan mewujudkan 
arahan GBHN serta ketentuan-ketentuan 
dlam UUSPN memerlukan suatu perencanaan 
strategis jangka panjang guna menjamin 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 
dengan memperkirakan tantangan masa 
datang dan memperhitungkan berbagai 
kecenderungan dan pengaruh lingkungan 
serta semua sumber daya. 

e. Untuk mewujudkan tersebut diwaktu 
mendatang, kiranya perlu diadakan 
evaluasi dan analisis tentang kondlsi 
dan posisi Depdikbud dalam rangka upaya 
mewujudkan cita-cita kemerdekaan. 
Evaluasi dan analisis ~ecara menyeluruh 
atas hasil upaya sejak Pelita I-IV 
tersebut sangat diperlukan untuk 
memantapkan kondisi selama Repelita V 
dan pelaksanaan UUSPN. Dalam rangka 
menyongsong tahap tinggal landas dalam 
Repelita VI, perlu mengetahui sampai 
berapa jauh upaya pembangunan dan 
pembaharuan pendidikan dan kebudayaan 
diarahkan untuk kepentingan anak didik 
dan pencapaian tujuan pendidikan. 

f. Untuk dapat melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas semua unsur 
Depdikbud Inspektorst Jenderal harus 
benar-benar menguasai seluk-beluk 
organisasi, kegiatan dan permasalahan 
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di seluruh jajaran Depdikbud. Para 
petugasnya perlu rnerniliki kernarnpuan 
teknis yang rnernadai dalarn rnelaksanakan 
tugas dengan baik. Sebaliknya, 
betapapun tinggi kernarnpuan petugas 
pengawasan, jika pirnpinan di Depdikbud 
tidak rnendayagunakannya secara wajar, 
rnaka apat-·at penfM~~~~-sztldak banyak 
arti dan peran, ~~~ j ika .lJ;t bi e, 
dibuat agar tetap ~idak berperan. 

g. Pengawasan 
pengawasan 

atasan langsung rnelalui 
rnelekat < Waskat) dan 

pengawasan fungsional <Wasnal) b~lurn 

rnarnpu rnernbendung berbagai kecenderungan 
negatif dalarn pelaksanaan tugas jajaran 
Depdikbud. 
Kehadiran Wasnal rnasih belurn dapat 
diterirna secara wajar oleh~agian eee&r 
jajaran pirnpinan Depdikbud. Iklirn yang 
belurn kondusif bagi efektifnya 
pelaksanaan Wasnal ini ikut rnernpersulit 
bagi upaya tindak lanjut hasil ternuan, 
sehingga andil Wasnal pada pengendalian 
pernbangunan pendidikan dan kebudayaan 
nasional bel urn rnernpunyai art.i. 

h. Berbagai latar belakang seperti yang 
diuraikan tersebut itu rnenyebabkan 
I nspektorat .Jenderal Departernen 
Pendidikan dan Kebudayaan berupaya 
rnengarnbil langkah-langkah pernantapan 
Wasnal berupa: Penyusunan perangkat 
pengawasan yang baku, rnelakukan uji 
coba perangkat pengawasan atas sarnpel­
sarnpel terpilih, peningkat~n kernarnpuan 
dan citra aparat Wasnal, dan 
peningkatan ketepatan st~ategi 

pengawasan. 
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Pe nyu :=.unan pe•-· angkat. pengawasan berupa: 
pen e tap~ n mo d e l kepengawasan, pernantap­
a n s iste m infonnasi rnanajemen kepenga 
was a n, penyusunan buku Narasi dan 
Anatorni Perneriksaan, penyusunan buku 
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk 
Teknis Perneriksaan, penyusunan buku 
Dasar Hukrn, Kebijaksanaan dan Landasan 
Operasional Perneriksaan dan penyusunan 
Instrurnen Perneriksaan. Seluruh 
perangka~ yang disusun diarahk~n pada 
tiap bidang perneriksaan. Diharapkan 
sernua perarigkat pengawasan itu setelah 
rnelalui uji coba dengan rnelihat aspek 
keabsahannya/validitasnya, keterandalan 
nya/reliabilitasnya, efisiensinya, dan 
kepraktisannya, kelak dapat digunakan 
bagi aparat perencanaan, pengendalian, 
pelaksanaan, dan pengawasan balk Waskat 
maupun Wasnal. 

Penyusunan perangkat pengawasan ter 
sebut pada tahap awal telah selesai, 
diharapkan konsep pertarna selesai pada 
akhir kwartal ke 3 Tahun 1989, uji coba 
dilakukan rnulai awal kwartal ke 4. 
Penyernpurnaan perangkat pengawasan 
dilakukan terus rnenerus selama Tahun 
1990 -- 1992, dan periode ini dipandang 
sebagai rnernantapkan landasan dasar atau 
pernbinaan kekuatan <Binkuat) dan 
peningkatan operasionalisasi atau 
penggunaan kekuatan CGunkuat). 
Mulai Tahun 1982/ 1993 kepengawasan di 
lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebuda yaan dihar a pkan sudah benar-benar 
mapan seh ingga mernasuk i akh i r Repel i t .a 
V Depa rtern e n Pendidikan dan Kebudayaan 
t . -=-= 1 a l1 s i a p men gem ban Ha s n a 1 d a 1 am 
kan c a h Sist l?m Pendidi kan Nasi o nal, 
JTJ I'"- lal,,i upaya pen€embanf2_annya. 
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Peningkatan kemampuan dan citra 
Wasnal berupa: penambahan 

aparat 
j um lah 

petugas wasnal, penataran petugas 
Wasnal dengan sist.em brevet., peninjauan 
ulang pengorganisasian Inspektorat 
Jenderal, pembentukan motivasi aparat 
Wasnal yang tepat dan peningkatan 
kemampuan teknik pengukuran. Kegiat.an 
ini diantaranya berupaya mengarah ke 
pembent.ukan iklim yang kondusif bagi 
Wasn<i!l. 
Peningkatan ketepatan strategi Wasnal 
diant.aranya dengan mengembangkan met.oda 
W~snal berupa: Pemeriksaan/Inspeksi 
mendadak atau sidak, pemeriksaan dengan 
tema, dan khusus bagi pendidikan tinggi 
sedang disiapkan pengawasan 
longitudinal. 

2. Untuk mengantisipasi tugas pokok pada Masa 
Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional 
<UUSPN> mendatang ini, maka perlu 
dilakukan persiapan konsepsi-konsepsi 
diantaranya sebagai berikut: 

a. Upaya pemantapan pengawasan dilakukan 
untuk menyempurnakan tugas pokok 
Insp~ktorat Jenderal dan pengawasan 
pada umumnya meliputi W~~nal dan Waskat 
dilingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan di dalam Masa Pra UUSPN dan 
Masa Transisinya. 

Pasal 49 dalam UUSPN mensuratkan bahwa 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
bertanggung jawab atas 
Sistem Pendidikan Nasional. 

pengelolaan 
Pelimpahan 

sebagian wewenang dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan kepada 
Departemen-depart.emen Non Depd i kbud dan 
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Lemb a ga-lembaga Non Departemen termasuk 
d i a n t: .::< r~ a n y a pen,::, t . a p a n k lll~ i k u l um yang 
bet ' l a ku na s ional yang tet-kait, t.idaklah 
dapat sekaligus melimpahkan tanggung 
jawabnya. Kewenangan dapat dilimpahkan, 
namun tidak demikian halnya untuk 
tanggung jawab. 
Beban tugas Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan akan bertambah berat dengan 
diberlakukannya UUSPN tersebut. Karena 
tantangan at.au bebannya berkembang, 
maka sudah wajar apabila pengorganisa 
sian Depdikbud termasuk Inspektorat 
Jenderal Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan juga ikut. dikembangkan. 

b. Dal a m upaya Inspektorat Jenderal 
me mba ntu Me nteri Pendidikan dan 
Kebudayaan ikut memikul tanggung jawab 
pengelolaan Sistem Pendiian Nasional 
i n ilah maka Inspektorat Jenderal 
berus a ha mengembangkan konsepsi kepe­
ngawasannya. 
Po la Kepengawasan Sistem Pendidikan 
Nasional harus lahir dari Manajemen 
Sistem Pendidikan Nasional. Dari pola 
k e pengawasan akan muncul bentuk 
Or·gan i sas i I nspekt.orat. Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan yang Baru 
COJBl. Kondisi Organisasi Inspektorat 
Jenderal yang sekarang <DIS) walaupun 
untuk memikul tugas pokok pada Masa Pra 
UUSPN, dipandang masih belum memadai, 
apalagi bila tugas-tugas pokok tambahan 
akan dibebankan pula oleh Manajemen 
Sistem Pendidikan Nasional 
UUSPN di masa dekat ini. 

pad a Mas a 

prospektif 
lingkungan 

P n :.:• g 1- <Wl a nt. i s i pat. i f at. au 
bagi Unit-unit Utama di 
Departemen Pendidikan dan 
t . idak mustahil akan 

Kebuayan yang 
melahirkan 
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Organisasi-or' ganisasi y~ng baru, 
kiranya per·lu seg e ra dipil·: id·:an 
t e rutama untuk menghadapi aspira s i 
lembaga-lembaga Non De pdikbud yang 
tentunya akan segera bermunculan dan 
untuk menyatukan barisan Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan supaya 
pengorganisasiannya tidak bersifat 
mozaik. 

C. Dipandang perlu adanya pembenahan dan 
pengembangan Inspektorat Jenderal 
secara proporsional, proporsional 
terhadap bidang-bidang y~ng perlu 
diawasi, proporsional lua s dan beratnya 
medan penyebaran satuan kerja. 
Sist.em Pendidikan Nasional, dilihat. 
dar-·1 penyel enggar·aannya mempunya i 8 
subsistem, yaitu: Pendidika n Sekolah 
yang diselengg arakan Depdikbud, 
Pan~i~ik~n S ekolah y ang diBel en g ga ra kan 
Swasta, Pendldikan Sekolah Keagamaan 
yang diselenggarakan Departem e n Agama, 
Pendidikan Sekolah Keagamaan yang 
diselenggarakan Swasta, Pendidikan 
Sekolah Kedinasan yang diselenggarakan 
Lembaga-lembaga Pemer int.ah Non 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pendidikan Luar Sekolah yang 
diselenggarakan Lembaga-lembaga 
Pemerintah Non Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan, 
Sekolah yang 
Swasta. 

dan Pendidikan 
diselenggarakan 

Luar 
oleh 

Karena pendidikan merupakan proses yang 
polivalen, maka ia juga dapat dilihat 
dari segi jalur pendidikan. Terdapat 2 
jalur pendidikan, yang di dalam kedua 
j alln- i t .u beJ~ ada 4 subsist.em, ya itu : 
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Pendidikan Ssk o lah, 
Kaagarn aan, Pen~idikan 

Pendidikan Luar Sekolah. 

Pen •.:lidikan 
Kedinasan, d~n 

Dengan mendasarkan pada segi pandang 
~~is tem p8nye 1 en garaan pendi d i k an 
nasional dan sist.em j01lur pendidikan 
nasional tersebut maka perlu 
I nspektorat. .JendeJ~al Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan melihat 
perl unya kepast.i an pernber ian peranan 
dan tugas pokok dalam pembangunan 
sistem pendidikan nasional. 
Jalinan arah kepegawasan fungsional 
yang dibebankan kepada Inspektorat 
Jenderal perlu ketegasan atas: medan 
pemeriksaan yang perlu diawasi yang 
berupa 8 subsistem penyelenggaraan 
pendidikan nasional dengan kepastian 
yang mana dan sasaran apa saja y~ng 

diawasi. Hal ini diperlukan sebagai 
perwuj udan dar i amanat. UUSPN Pas a 1 52 
tentang kepengawasan, dan Pasal 53 
tentang kewenangan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan mengambil tindakan 
adminsitratif terhadap penyelenggara 
satuan pendidikan yang melanggar UUSPN. 

d. Kesemua harapan atas peranan dari unit 
utama di lingkungan Departemen 
Pendldikan dan Kebudayaan yang telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
merupakan substansi utama darl 
Peraturan Pemerintah <PP>, Keputusan 
Presiden <Keppres), dan Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

e. Kiranya perlu dirumuskan indikator 
keberhas ilan darl setiap butir dari 6 
butir t .u_iuan pendidikan nasional, 
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sebagaimana disuratkan UUSPN Pasal 4, 
sehingga penilaian hasil pendidikan 
pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan lebih mudah dilakukan. 
Demikian juga Rancangan Induk 
Pendidikan Nasional yang disusun 
melalui paradigma perancangannya, perlu 
diantisipasikan pada akhir Pembangunan 
Nasional 25 Tahun yang ke II atau 
sampai dengan Tahun ~018. Dengan 
Rancangan induk yang tentatif 
sekalipun, 
plarunatig 
sehingga 
berfungsi 
system: di 
Nasional. 

upaya pengawasan yang 
akan , mudah dilakukan, 

sekaligus Wasnal dapat 
sebagai 

dalam 
••early 

Sistem 
warning 

Pendidikan 

f. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
kiranya perlu menggali konsepsi baru 
khususnya dalam mendorong dan 
mendampingi manuver pendidikan 
khususnya pendidikan, t .inggi dalam 
berupaya melakukan adopsi inovasi, 
sebagai salah satu harapan Presiden dan 
bangsa Indonesia untuk kelak dapat 
sejajar dengan bangsa-bangsa maju di 
dunia. 
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BAB V 

P E N U T U P 

·1 . Dalam rangka pelaksanaan Repelita V dan 
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional 
berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 1989, 
t.ugaF dan tanggung jawab Depdikbud semakin 
berat dan luas. Untuk itu kepengawasan di 
ljngkungan Depdikbud, baik pengawasan 
melekat maupun pengawasan fungsional masih 
harus ditingkatkan dan dikembangkan. 

·::· c... • Konsekuensi logis dengan diberlakukannya 
UUSPN terutama yang bersangkutan dengan 
pasal 52 dan 53 maka ruang lingkup dan 
sa:=~ar· an pengat-J a san manj ad i sernak in 1 uas 
dan kompleks. Dengan demikian pengawasan 
tidak lagi hanya meliputi aspek teknis 
administratif dan edukatif saja melainkan 
harus dapat menjangkau sampai hal-hal yang 
berhubungan dengan aspek Idiologi dan 
politik. 

3. Pen i ngkat.an dan pengembangan pengawasan 
fungsional mutlak diperlukan sepadan 
dengan peningkatan fungsi pelaksanaan 
tugas Depdikbud y~ng makin berat dan luas. 
Dalam rangka pengorganisasian aparat 
pengaw.=uo: an fung:o:. i c•na l d i pusat dan d i 
daerah perlu ditinjau kembali dan 
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dimantapkan. Demikian pula fungsi dan 
peranannya dalam sistem mekanisme 
manaJemen Depd i kbud harus dimant.apkan 
pula. Bersamaan dengan itu struktur 
pengawasan fungsional di lingkungan 
Depdikbud yang ada perlu dianalisa dan 
dievaluasi, serta dirumuskan pola 
kepengawasan yang mampu menjangkau 
penyelenggaraan sistem ~endidikan 

nasional, yang meliputi pula instansi di 
luar Depdikbud dan pendidikan swasta. 
Kemampuan profesional. dan kemantapan sikap 
para petugas pengawasan perlu dibenahi dan 
dimantapkan, agar mampu mengemban tugas 
dan tanggung jawab yang memerlukan 
ketrampilan dan integritas yang tinggi. 

4. Iklim kepepgawasan di lingkungan Depdikbud 
yang selama ini- belum dirasakan menunjang 
<kondusif> pengawasan melekat maupun 
pengawasan fungsional, secara bertahap 
perlu diwujudkan. Dengan demikian 
pengawasan mampu membendung kecenderungan 
negatif yang selama ini tumbuh serta 
menciptakan mekanisme manajemen yang 
mantap dari pusat sampai daerah. 

5. Untuk menunjang keberhasilan tugas 
Depdikbud perlu memantapkan manajemen 
secara keseluruhan dengan melaksanakan 
fungsi perencanaan, pengorganisasian 
/pelaksanaan dan pengendalian secara 
integral. Oleh karena itu perlu segera 
diadakan analisa dan evaluasi secara 
menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan 
kondisi Depdikbud melalui pengkajian yang 
lebih mendalam. 

6. Persiapan konsepsi pengembangan menghadapi 
Masa UUSPN sudah mendesak untuk dikerjakan. 
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